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ABSTRAK 

 Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pelebaran jalan 
Ngaliyan-Mijen sudah direncanakan sejak tahun 1996, Pembangunan pelebaran jalan  
ini sangat mendesak dilakukan mengingat arus lalu lintas di sepanjang jalan 
Ngaliyan-Mijen semakin padat.  Meskipun rencana pelebaran jalan dimulai pada 
tahun 1996, hingga sekarang pembangunan itu belum terselesaikan.  

 Penelitian mengenai penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pelebaran jalan 
Ngaliyan-Mijen, pemberian ganti kerugian, dan kendala apa saja yang menyeababkan 
belum terselesaikanya proyek itu. 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis 
Empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Berdasarkan landasan hukum Keppres 
55/1993 yang sebelumnya menggunakan PMDN No.15/1975 dan terakhir telah 
disempurnakan dengan Perpres No.36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang kemudian direvisi 
dengan Perpres No. 65/2006 tentang Perubahan Perpres No.36/2005 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

 Proses pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pembangunan pelebaran 
jalan Ngaliyan-Mijen dilakukan melalui jalan musyawarah dengan masyarakat 
sehingga dicapai kesepakatan bersama. Permasalahan yang timbul dalam proses 
penetapan ganti kerugian meliputi permasalahan dalam penetapan besar dan bentuk 
ganti kerugian serta lebar badan jalan. Upaya penyelesaiannya melalui musyawarah 
dan pendekatan dengan koordinator warga.  

 Hendaknya dalam proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan umum menggunakan dasar peraturan perundangan yang berlaku. 
Pelaksanaan Pembangunan Pelebaran Jalan Ngaliyan – Mijen sampai sekarang belum 
selesai karena terbatasnya dana yang tersedia di Pemkot melalui APBD, alotnya 
masalah pembebasan lahan dan masih adanya masyarakat yang belum mengambil 
ganti rugi karena kurangnya pemahaman tentang mekanisme keberatan atas ganti 
rugi.  
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